
Kebakaran, namun teknis peJaksanaannya 
perlu pengaturan yang berkenaan dengan 

pernbinaan dan pengawasan terhadap 
pengarnanan dan penanggulangan bahaya 
kebakaran secara berkesinambungan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b. perlu menetapkan Peraruran Bupati 
tentang Rencana lnduk Sistem Proteksi 
Kebakaran Kabupaten Bekasi; 

dan Penanggulangan Pencegahan - 

a. bahwa bencana kcbakaran berakibat pada 
timbulnya kerugian yang amat besar baik 
korban manusia rnaupun harta benda dalam 
batas .. batas tertentu yang tid.ak dapar dioilai 

dengan materi, schingga diperlukan upaya 
penccgahan dan penanggulangan secara 
komprehenslf, efektif, dan responsif; 

b. bahwa dalam rangka pcnccgahan dan 
penanggulangan bahaya kcbakaran di 
Kabupaten Bekasi, telah ditetapkan 
Peratura n Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 
6 Tal"lun '.2014 tentang Ketentuan 

Mcnimbang 

BUPATI BEKASI, 

DENGAN RAHr.lAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 
RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN 

KABUPATEN BEKASJ 

NOMOR 66 'l!.UU:'f.20.\5 . 

PERATURAN BUPATI BEKASI 



I Undang-L'ndang 'Jomor 14' Tahun 1950 

Tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi 
.Jawa Bara, (Serita Negara Tahun 19501 
sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
Tentang Pembentukan Oaerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 
Ojawa Barat [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 3!, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 2851): 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Banguna.n Gedung (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4247); 

3. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 
centang Perbendaharaan Negara [Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Repubiik Indonesia Nomor 4355): 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

ccntang Peiayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerab 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

M<'ngmgat 

- 



Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5234); 

IO. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

rentang Pcmcrintahan Daerah [Lembaran 

Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebaga imana tel ah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tcnrang Pcmerintahan Oaerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tarnbahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

- 

Pcraturan ten tang Pembentukan 

6 l'ndang·Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tcntang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 
ten tang Pcrumahan da.n Kawasan 

Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5188); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 
tcntang Rumah Susun [Lernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5252); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 



Hukurn Daerab (Serita Negara Tahun 2014 
Nomor32): 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 
6 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemennmhan Daerah Kabupaten Bekasi 
[Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2008 Nomor 6); 

16. Peraturan Dacrah Kabupacen Bekasi Nomor 
6 tahun 2011 ten tang Retribusi Daerab 
[Lcmbaran Daerah Kabupaten Bckasi 
Tahun 20 l l Nomor 6); 

17. Peraturan Daerah Kabupacen Bekasi Nomor 
IO Tahun 2013 cencang lzin Mendirikan 
Bangunan [Lernbaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2013 Nomor 10); 

18. Peraturan Daerah Kabuparen Bekasi Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Kctentuan 
Pencegahan dan Penanggulangan 
Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2014 Nomor !28J; 

- 

Di Kebakaran Proteksi Manajemen 
Pcrkotaan; 

14. Peraruran Menteri DaJam Negeri Nomor- l 
Tahun 2014 tentang Pembencukan Prociuk 

26/PR:r/M/2008 tenrang Persyaracan 
Teknis Sisccm Proteksi Kebakaran Pada 
Bangunan Gedung dan Lingkungan: 

13. Peraturan Mcntcri Pckcrjaan Umum Nomor 
20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis 

11 Peraturan ).lenteri Pekerjaan Umum Nornor 

25{PR:!/M/200$ tentang Pedoman Teknis 

Penyusunan Rencana lnduk Sistem 
Proteksi Kebakaran; 

12. Peraturan Mentc::ri Pekcrjaan Umum Nomor 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

I. Daerah adalah Kabupacen Bekasi. 
2. Pemerintah Dae rah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi. 

3. Bupau adala~ Bupati Bekasi. 
4. Sacuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPO adalah 

Satuan Keria Perangkat Oaerah yang memiliki rugas pokok dan 
kewenangan di bidang pemadam kebakaran. 

5. Peran Serra Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara 
sukarela di dalarn perurnusan kebijakan dan pe!aksanaan keputusan 
dan/atau kebijakan yang berdampak langsung tcrhadap kehidupan 

masyarakat pada seriap tahap kegiatan pembangunan (perencanaan, 
desain. implemencasi dan evaJuasi). 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INOUK 

SISTE:M PROTEKSI KEBAKARAN KABUPATEN 
BE KASI 

Menecapkan 

MEMUTUSKAN : 

19. Perar uran Daerah Ka bu paten Bekasi Nomor 
8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perani;kat 

Daerah Kabupaten Bekasi [Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 
Nomor 8); 

20. Peraruran Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 
LO Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung 

di Kabupaten Bekasi (Lembatan Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor lOJ. 



6. R~ lnduk Sistem Protekai Kebakaran, yang selanjutnya 
drsmgkat RlSPK, adalah segala hal yang bcrkaitan densan 

perencanaan rentang sistem pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran dalam lingkup kora, lingkungan dan bangunan. 

7. Rencana Sistem Pencegehan Kebakaran, yang sclanjutnya di:seb,u 

RSCK. adalah bagian dari Rencana lnduk Sistem Proteksi Kebakaran 
yang merupakan rencana kegiatan unwk mengantisipasi sebelum 
kebakaran terjadi. 

8. Rencana Sistem Penanggulangen Kebakaran, yang selanjutnya 
disingkat RSPK, adalah bagian dari Rencana lnduk Sistcm Proteksi 
Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi 
scsaat kcbakaran dan bencana terjadi. 

9. Proteksi Kebakaran adalah upaya melindungi/mengamankan 
bangunan gedung <Ian fasilitas lainnya terhadap bahaya kebakaran 
mclalui penyediaan/pemasangan sistern, pcralatan dan kelengkapan 
lainnya baik bersifat aktif maupun pasif. 

10. Sistern proteksi pas,f adalah sistem perlindungan terhadap 
keba karan yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan 
terhadap komponen bangunan gedung dari aspek arsitektur dan 
struktur sedemikian rupa sehingga dapat mclindungi penghuni dan 
benda dari kerusakan Iisik saat terjadi kebakaran. 

J J. Sistem proteksi aktif adaJah sistem perlindungan terhadap 
kebakaran yang clitaksanakan dengan mempergunakan peralatan 
yang dapat bekeija secara otomatis maupun manual, cligunakan olcb 
penghunl atau petugas pemadam kcbakaran dalam melaksanakan 
operasi pemadaman serta digunakan pula dalam melaksanakan 
penanggulangan awal kebakaran, 

12. Akses Pemadarn Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang 

terdapat pada bangunan gedung dan/atau lingkungan bangunan 

gcdung yang khusus disediakan untuk masuk petugas pemadam 
kebakaran. 

13.1'atagraha adalah kegiatan perneliharaan pencegahan babaya 
kebakaran melalui pengaturan denah pada bangunan, penyed.iaan 
peralatan yang benar, penanganan dan penyimpanan material secara 
benar, serta pcnyelenggaraan kebersihan dan kerapian pada 
bangunan. 



1~ Wila,·.m '-lanaiemen Kebakaran yang d!singl<at WMK dibenruk oleh 
pengelompokan hunian yang memUiki kesamaan kt."butuhan proteksi 

kebakaran dalam batas wilayab yang ditentukan secara alamiah 
maupun buatan yang setaniutnya dibuat suatu sistem 
pcrnberitahuan kebakaran koca untukmenjamin respon yang tepat 

terhadap berbagai masalah yang mungkin terjadi dalam seuap WMK. 
15. Manajemen Penanggulangan Kebakaran Perkotaan yang selanjutnya 

disingkat M PKP adalah bagian dari rnanajemcn perkotaan unruk 
mengupayakan kesiapan tnstansi Pemadam Kebakaran dan tnstansi 
terkait, pemilik dan/acau pengguna bangunan gedung dan 
masyarakat terhadap kegiatan penanggulangan kebakaran pada 

bangunan gedung dan/ atau lingkungan perkotaan. 
16. Manajemen Pcnanggulangan Kebakaran Lingkungan yang 

sclanjurnya disingkar MPKt, adalah bagian dari manajemen estat 
untuk mengupayakan kesiapan pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran pada lingkungan. 

l 7. Manajernen PenangguJangan Kebakaran Ceclung yang sdanjutnya 
disingkat MPKG adalah ba.gian dari manajemen bangunan unwk 
mengupayakan kesiapan pem,lik dan pengguna bangunan gedung 
dalarn pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penangguJangan 
keba kara n pada bangunan gedung. 

18. Sistem Keselarnatan Kebakaran Lingkungan yang sdanjutnya 
disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan 
seluruh komponcn masyarakar dalam pencegahan dan 
penanggulangan kcbakaran di sebuah komunitas/lingkungan padat 

huni. 
19. Resiko Ba hay a Kebakaran adalah tingkat kond1si/ keadaan bahaya 

kebakaran yang terdapat pada suatu obyek tertenru yang ditentukan 
berdasarkan aktifitas/ kondisi manusia serta bahan a tau proses yang 
berlangs1.1ng didalamnya. 

20. Sarana Penyclarnatan .Jiwa adalah sarana yang terdapat pada 
bangunan yang digunakan unruk menyelamatkan jiwa dari 
kcbakaran dan bencana Iain. 

21. Alar Pemadam Api Ringan yang setanjutnya disingkat APAR adalah 

alat berisi bahan kimia tertentu yang digunakan untuk 
memadamkan kebakaran secara manual, baik dari jenis pernadam 
nngan atau dapat dijinjing atau jenis yang menggunakan roda. 



Manfaat RISPK yaitu: 

a. tersusunnya pedoman bagi Pemerintab Kabupatcn Bekasi dalam 
merumuskan kebijakan da n skenario pengembangan yang 
dibtttuhkan bagi kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya 
kebakaran: 

Pasal 3 

Bagian Kedua 

Manfaa, 

(!) RISPK Kabupaten Bekasi dimaksudkan seba,gai pcdoman da!am 
rangkamewujudkan keselamatan dan keamanan terhadap bahaya 
kebakaran di Kabupaten Bekasi dan seba,gai pengendali 
pembangunan dan penye!enggaraan lingkungan bangunan, dan 
bangunan terproteksi dari bahaya kebakaran. 

(2) RISPK Kabupaten Bekasi bertujuan u nruk terwujudnya kesiapan, 
kesiagaan dan kcberdayaan masyarakat, penge!olaan bangunan, 
serta dinas terkait dalarn mcncegah dan menanggulangi bahaya 
kebakaran , serta bencana lainnya. 

Bagian Kesaru 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

BAB II 

~ Sisrern .\. .dTtn Keba.kar.:-!n adalah suaru alat unruk memberitahukan 

kebakaren ungkat awal yang mencakup alarm kebakara.n manual 

dari/aiau alarm kebakaran otomaris, 
23. Hidranl Halaman adalah hidrant yang berada di luar bangunan 

dengan kop!ing pengeluaran ukuran 2 ,5 (du.a setengah) inci. 
2-1. Bcncana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau 

harta, benda, selain kcbakaran, antara lain bangunan runtuh, gernpa 
bumi, banjir, genangan air, gangguan instalasi, keadaan darurac 
med is, kecelakaan transporcasi dan kebocoran/ po!usi bahan 
berbahaya. 

- 



I) Kecamatan Cikarang Barat 

21 Kecamatan Tarnbclang 
3) Kccamatan Tarnbun Utara 
4) Kecarnatan Tarnbun selatan 

SJ Kecamatan Cibitung 

- 6) Kecarnatan Cikarang Utara 
7) Kecamatan Karang Bahagia 

8) Kecamatan Kedung Waringin 
9) Kecarnatan Cikarang Timur 
LO) Kecarnatan Pebayuran 
J 1) Kecamatan Sukakarya 
12) Kecarnatan Sukatani 
13) Kecarnatan Cabangbungin 
14) Kecarnatan Muara Cembong 
15) Kccamacan Seru 
16) Kecamatan Cikarang setatan 
17) Kecamaran Cikarang Pusai 

Llngkup wilayah RISPK adalah Kabupaten Bekasi dcngan luas 1.273,88 
Km2 yang terdiri dari 23 Kecarnatan yaim : 

Ruang lingkup 

Pasal 4 

Bagian Ketiga 

b l?l'WUJudnya temb pcnyelenggaraan bangunan gedung yang 

Iungsional, andal sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
c. meningkarkan komitrnen pemerintah daerah, perencana dan 

masyarakat dalam pemenuhan persyaratan kcandalan kota, 
lingkungan bangunan dan bangunan gedung; 

ct. meniogkaikan Iungsi kelembagaan dinasj instansi yang terka.it 
dcngan penyelenggaraan bangunan gedung pada pencegahan dan 
penanggulangan bahaya kebakaran, tcrmasuk didaJamnya memuar 
jumlah ideal personil pemadam kebakaran, struktur organisasi, 
rupoksi dan jenis pelatihan pemadam kebakaran; dan 

e. mengefekufkan pernbangunan tnfrastruktur kota, pos kebakaran 
kota dan mobil kcbakaran dan kelcngkapannya sesuai dengan 
SNJ/Standar Baku. 



(I) RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (!) huruf a, 
rnernuat layanan pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan 
tingkungan terhadap: 
a. kebakaran; 

b. pemberdayaan masyarakat: dan 
c. penegakan peraturan daerah. 

(2) Penyusunan RSCK scbagairnana dimaksud pada ayat (I), paling 
kurang memuat: 
a. kriteria RSCK; 

b. lingkup kegiatan RSCK; 
c. identifikasi risiko kebakaran; 
d. anal is is permasalahan; dan 

Bagian Kedua 

Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran 

Pasal 6 

(I) RISPK meliputi ketentuan mengenai : 
a. Rcncana Sistem Penccgahan Kebakaran (RSCK); dan 
b. Rencana Sistern Penanggulangan Kebakaran (RSPK) 

(21 RISPK sebagaimana dimaksud pada ayar (!), disusun untuk jangka 
waktu 10 (sepuluhJ tahun, dan dapat dilakukan peninjauan kembali 
sesuai dengan keperluan. 

Bagian Kesatu 

Pcnyusunan RISPK 

Pasal 5 

BABW 

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN 

lol Keeamatan Serang Baru 
191 Kecarnaran Cibarusah 
20J Kecamatan Bojongmangu 
21) Kecarnatan Tarumajaya 
22) Kecamatan Babelan 
23) Kccamatan Sukawang, 

- 



(I) Kriteria RSCK sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (2) huruf 
a. rneliputi: 
a. penentuan dan pemenuhan persyaratan sistern proteksi 

kebakaran; dan 
b. manajcmen penanganan kebakaran, 

(2) Lingkup kegiaran RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
121 huruf b, meliputi : 

a. perneriksaan kcandalan perkotaan, lingkungan bangunan dan 
bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran; 

b. pernberdayaan rnasyarakat: dan 
c. penegakan hukurn. 

(3) Identifikasi risiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan data dan 
informasi yang di diperlukan melalu, survey dan observasi lapangan 
yang berkaitan dengan risiko kebakaran. 

(4) Analisis perrnasalahan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 

huruf d, adalah analisis terhadap kumpulan data dan infonnasi guna 
men en tukan permasalahan pencegahan bahaya kebakaran eksisting 
untuk digunakan sebagai bahan baku rekomendasi kegiatan 

pencegahan kebakaran yang diperlukan. 
(5) Rekornendasi pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (2) huruf e, mernuat: 
a. penyernpurnaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran dan 

pclaksanaannya; 
b. usulan kebutuhan !PK bidang pencegahan kebakaran; 

c, pernantapan kornpetensi SOM dalam penegakan hukum; 
d. sarana dan prasarana pencegahan kebakaran; dan 

e, penyernpurnaan stander operaslonal prosedur termasuk kegiatan 
pemberdayaan masyarakat. 

- 

Pasal 7 

(3J Tekrav penvusunao RSCK sebagaimana <limaksud pada ayat {2) 
dilaksanakan scsuai dengan pcraturan perundang-undangan. 



a. WMK I meliputi Kecamatan Cikarang Utara, Cibitung, Tarnbun 
Selatan. Tam bun Utara, yang berpusat di Cikarang Barat; 

Pembagian lokasi Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten 

Bekasl terdiri dari 8 (delapan) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMKJ, 
yaiiu : 

Pasal 10 

• 
- rnenit juga bcrdasarkan ungkat kerawanan, sebaran penggunaan Iahan, 

rencana penggunaan lahan dan juga untuk mcmudahkan pengelolaan 

mcrnanfaatkan. 

Pembagian Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Bekasi 
selain didasarkan pada radius layanan hingga dcngan wakru tempuh 15 

Bagian Keempal 

Pembagian Wilayah Manajemen Kebakaran 

Pasa19 

(1) Kebijakan RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I) huruf 
b, tcrdiri atas: 
a. pengembangan SOM: 

b. pengadaan sarana dan prasarana RSPK; dan 

c. penyusunan standar opcrasional prosedur RSPK. 
(2) Penyusunan RSPK sebagaimane dimaksud pada ayat (!), paling 

kurang memuat: 
a. kriteria RSPK 
b. lingkup kegiaran RSPK; 
c. identifikasi risiko kebakaran; 
d. analisis permasalahan; dan 
e. rekomendasi penanggulangan kebakaran. 

(3) Teknis penyusunan RSPK sebagairnana dimaksud pada aya• (21, 

dilaksanakan sesuai deng_an peraturan perundang-undangan. 

Bagiart Keuga 

Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran 

Pasal 8 



Pembagian Pos Sektor Pemadam Kebakaran dr bagi menjadi : 

a. Pos lnduk Tarnbun membawahi 5 (lima) Pos Pembantu, yaitu 
I) Pos Pernbantu Wanasari; 
2) Pos Pernbantu .Jatibaru: 
3) Pos Pembantu Telaga Asih; 
4) Pos Pembantu Cikarang Kora; 

5) Pos Pernoanru Sukadamai. 
b. Pos lnduk Sukamahi membawahi 4 (empat) Pos Pembantu, yaitu: 

I) Pos Pernbanru Cibarusah; 
2) Pos Pembantu Bojongmangu; 
3) Pos Pernbaruu Ciledug; 
4) Pos Pembantu Sukasari. 

c. Pos lnduk Sukamulya mernbawahi 7 (tujuh) Pos Pembantu. yaitu: 
l) Pos Pembantu Kertasari; 
2) Pos Pernbantu Sukakarya; 

3) Pos Pernbanru Sukarapih: 
4) Pos Pembantu Sukawangi; 
5) Pos Pernbantu Lenggahjaya; 

6) Pos Pemban lU Karangbahagia; 
7) Pos Pernbantu Kedungwaringin. 

Pasal JI 

b W\U.. II m"1iputi Kecamatan Babcian clan Tarumajaya, yang berpusat 
di Babelan: 

c. WMK Ill meliputi Kecarnatan sere, Serang Baru, Cikarang Setatan, 
yang berpusar di Cikarang Selatan; 

d. WMK iV melipuu Kecamatan Cikarang Timur dan Kedungwanngin, 
yang berpusat di Cikarang Timur; 

e. WMK V meliputi Kecamatan Cikarang Pusat sekaligus melindungi 
Bojongmangu, yang berpusat di Cikamng Pusat: 

f. \VJ\,1K VT meliputi Kccamatan Karang Bahagja, Sukatani, Tambelang, 
Sukakarya dan Pebayuran, yang berpusat di Karang Bahagia; 

g WMK VU meliputi Kecamatan Cabangbungin, Sukawangi, yang 
berpusat di Kecarnatan Cabangbungin; 

h. WMK VIII metiputi Kecarnatan Muarngcmbong. 

- 



a. bangunan ged ung: 
b. perrnukiman; 
c. sentra industri; 

d. kawasan perkantoran: 
e. sentra perdagangan: dan 
(. kawasan khusus. 

Klasiflkasi potensl bahaya kebakaran, ditetapkan berdasarkan objek 

potensi kebakaran, yang meliputi: 

Pasal 13 

(1) Bahaya kebakaran dapat dibagi berdasarkan jenis kebakaran dan 

potensi kebakaran. 
(2) Jenis kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 

a. bahaya kebakaran ringan; 
b. bahaya kebakaran sedang; dan 
c. bahaya kebakara n berat. 

(3) Potcnsi bahaya kebakaran sebaga.i.mana dimaksud pada ayat (JJ, 

dapat diklasifikasikan menjadi: 
a. potcnsi kebakaran kelas A; 
b. potensi kebakaran kclas B; 
c. potensi kebakaran kelas C; dan 
d. potcnsl kebakaran kelas D atau K. 

BAB IV 

POTENSI BAHAYA KEBAKARAN 

Pasal 12 

d Pos indul<Pantat Makmur rnernbawahi 3 (uga) Pas Pembanru yairu: 

I I Pos Pembanru Pantai Mekar; 
2J Pos Pembantu Babelan Kota; 

3) Pos Pcmbantu Sriamur. 

- 



• Natural Gas; 

b. bangunan dcpo bahan bakar minyak, liquefied Petroleum Gas 
dan liquefied Natural Gas: 

c. bangunan industri kirnia dan bahan peledak; 

d. banguna n bandara, pclabuhan, rumah sakit dan pernbangkit 
Iistrik; dan 

e. bangunan instalasi/fasilitas dengan risiko kebakaran tinggi 
lainnya, 

- 

l1) Kawasan khusus sebagairnana dimaksud dalam Pasal J 3 huruf I, 
rnerupakan potensi bahaya kcbakaran khuaus yang terdiri etc .. s: 
a. tempar penyimpanan bahan berbahaya; 
b. bangunan peruing yang perlu dilindungi; dan 
c. bangunan-bangunan yang berdarnpak luas bagi kepcntingan 

publik. 
(2) Bahan berbahaya scbagannana dimaksud pada ayat (l J huruf a, 

terdiri atas: 

a. bahan berbahaya mudah meledak; 
b. bahan gas bertekanan; 
c. bahan cair mudah menyala: 

d. bahan padai mudah menyala danj'atau mudah terbakar jika 
basah: 

e, baban oksrdator dan peroksida organik; 
f. bahan beracun: 
g. bahan radio aktif; 
h. bahan perusak; dan 
t. bahan berbahaya Jain. 

(3) Bangunan penting yang perlu dilindungi scbagaimana dimaksud 
pada ayat (I/ huruf b, adalah bangunan-bangunan yang ditetapkan 

sebagai bangunan cagar budaya. 
(4) Bangunan-bangunan yang berdampak luas bagi kepentingan publik 

scbagaimana dimaksud pada ayat ( lJ huruf c, meliputi: 
a. bangunan kilang minyak, Liquefied Petroleum Gas dan Liquefied 

Pasaf fa 



(I) Sistern proiekst kebakaran. meliputi: 
a. akses pemadam kebakaran dan pasokan air untuk pemadaman 

kebakaran; 
b. sarana penyelamatan; 
c, sistern proteksi kebakaran pasif; 
d. sistem proteksi kcbakaran aktif; 
e. utiliras bangunan gedung; dan 

f. pcncegahan kebakaran pada bangunan gedung. 
(2) Pembangunan bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis 

sistern proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 17 

Program pencegahan kebakaran, ditetapkan dan diimplementasikan 
rnclalui manajernen penangguilangan kebakaran, melipuri: 

a. audit keselamatan kebakaran lingkungan; 
b. penyusunan dan penetapan orgaoisasi: 
c. penyiapan SOM; 

d. penyiapan standar operasional prosedur dalam rangka koordinasi 
dengan instansi lain; 

e. penyiapan sta ndar operasionaJ prosedur IPK; dan 
r. oenyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran. 

Pasal 16 

Dalarn upaya mencegah teijadinya kebakaran perkotaan, tingkungan dan 
bangunan gedung pemerintah daerah dapat membenruk program 
pcncegahan kebakaran dan menyelenggarakan eiatem proteksi 
kebakaran. 

Pasal 15 

Umum 

Bagian Kesatu 

BABV 

PE:NCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 



(I) Akses masuk ke lingkungan bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal I 9 huruf a, rneliputi: 
a. ja Ian lingkungan; dan 
b. jarak antar bangunan gcdung. 

- (2) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
harus memiliki jalur akses mobil pcmadam kebakaran yang sesuai 
dengan jarak antar bangunan gedung. 

(3) Jarak a ntar bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, ditentukan berdasarkan tinggi bangunan gedung dan tidak 
dimaksudkan untuk menentukan garis sempadao bangunan gedung. 

Pasal20 

Akses pernadam kebakaran, meliputi : 

a. akses rnasuk ke lingkungan bangunan gedung; 
b. akses masuk ke dalam bangunan gedung: clan 
c. area operasional. 

Pasal 19 

Dalam rangka menyelenggarakan upaya pencegahan oahaya kebakaran, 
pcngclola dan/atau pemilik bangunan gedung wajib menyediakan akses 
pernadarn kebakaran, 

Pasal 18 

Paragraf I 

Akses Pemadam Kebakaran 

Ak,= Pernadam Kebakaran dan Pasokan Air Untuk Pemadaman 
Kebakaran 

Bagian Kedua 



fl I Setiap bangunan gedung, kecuali ruma h unggal, wajib dilengkapi 
dengan akses evakuasi. 

Pasal24 

Bagian Ketiga 

Sarana Penyelamatan 

fl) Pengelola dan/ atau Pemilik bangunan gedung hams menyediaken 
sumber air di lingkungan bangunan gedung berupa hidran halaman, 
sumur kebakaran atau reservoir air yang mudah dijangkau oleh unit 
pemadam kebakaran. 

(21 Sumber air sebagarmana dimaksud pada ayat ( I), disediakan untuk 
menja.ngkau seluruh bangunan gedung dan lingkungan bangunan 
gedung. 

(3) Penyediaan pasokan air untuk pemadarnan kebakaran dilaksanakan 
sesuas denga n peraruran perundang-undangan. 

- 

Pasal 23 

Paragraf2 

Pasokan Air Untuk Pcmadarnan Kebakuran 

Area operasional sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 19 huruf c, 
meliputi: 

a. lebardan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan 
b. perkcrasa n mampu menahan be ban mobil pernadarn kebakaran. 

Pasal 22 

Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 19 huruf b, meliputi: 

a. sarnbungan pemadam kebakaran: dan 
b. akses ke bagian pinru masuk atau pin tu lokasi bangunan gedung. 

Pasal 21 



(I) Bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sistern proteksi pasif. 
(2) Sistcm proteksi pasif sebagaimana ctimaksud pada ayat (I), rnelipuri: 

a. kemarnpuan stabiliias strukrur dan elernennya: 
b. konstruksi tahan api: 

Pasal 25 

Sistem Proteksi Pasif 

Bagian Keernpat 

121 Ak:;e~ eeakuaei sebagaimana dimaksud pada ayal ( l), melipu,i, 
.. ~,seem peringatan bahaya bagi pengguna; 
b. prnru keluar darurat: dan 

c. jalur evakuasi. 
(3) Akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditenrukan 

berdasarkan: 

a. jarak ternpuh: 

b. jumlah, mobilitas, dan karakter lain dari penghuni bangunan 

gedung; 
c. fungsi atau penggunaan bangunan gedung; 
d. tinggi bangunan gedung: dan 
e. arah sarana jalan keluar dari atas bangunan gedung atau dari 

bawah dasar pcrmukaan tanah. 
f41 Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I). 

harus da pat dicapai dcngan mudah dan dilengkapi dengan penunjuk 
arah yang jelas. 

(5) Akses evakuasi sebagaimana dimaksud padaayac ( !J, dltempatkan 
secara khusus dan terpisah dengan memperhirungkan: 
a. jumlah lantai bangunan gedung yang dihubungkan oleh jalan ke 

tuar: 
b. sistem proteksi kebakaran yang terpasang pada bangunan 

gedung: 
c. fungsi atau penggunaan bangunan gedung; 

d. jumJah lantai yang dilalui; dan 
e. rindakan perugas pemadam kebakaran, 

(6) Penyediaan akscs evakuasi dilaksanakan sesuai peraruran 

perundang!undangan. 



• 
( J) Bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sistern proteksi aktif. 

/2) Ruang I ingkup sistern proreksi aktif sebagairnana dimaksud pada 
ayal( I), meliputi: 

a. kemampuan peralatan dalam mendeteksi dan mernadamkan 
kebakaran: 

b. pengendalian asap; dan 
c. sarana penyelamatan kebakaran. 

(3) Sistem protcksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2). dapat 
diterapkan pada rurnah tinggal. 

Pasal 27 

Bagian Kelima 

Sistem Protcksi Aktif 

( I] Jenis sistcm proteksi pasif, terdiri atas: 
a. pin tu dan jendela tahan api; 
b. bahan pelapis interior dalam bangunan gedung; 
c. kclengkapan, perabot, dekorasi dan bahan pelapis yang diberi 

pcrlakuan pada bangunan gedung dan struktur: 
d. pcngha Jang api; 
e. partisi penghalang asap; 
r. penghalang asap; dan 
g. atrium. 

(2) Sistem proteksi pasif sebagairnana dirnaksud pada ayat (I) 
diselenggarakan sesuai dengan standar pcrsyaracan teknis 
keselamatan jiwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 26 

c le ~f'l"l:,...menisa-si atau pemisahan; 
d preteksi pada bukaan yang ada untuk menahan dan membatasi 

kecepatan mcnjalarnya api dan asap kebakaran. 
(3) Sistem proteksi pasif sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dapat 

diterapkan pada rumah tinggal. 



(I J Dalam rangka menyelenggarakan pencegahan bahaya kcbakaran 

dan menjaga ringkar kelayakan sistern proteksi kebakaran, pemilik, 
pengelola, dan/atau penghuni bangunan gedung bertanggungjawab 
untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran. 

21 

Paragraf 2 

Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Proteksi Kcbakaran 

Pasal 30 

Pencegahan kebakaran dilakukan melalui program pemeliharaan 
pencegahan yang terdiri atas: 

a. pemeriksaan dan pengujian; dan 
b. praktik tatagraha . 

• 

Pasal 29 

Umum 

Paragraf I 

Bagia n Keenam 

Program Pencegahan Kcbakaran 

( l) Sistern proteksi aktif, terdiri atas: 

a. sistern pipa tegak: 

b. sistem springkler otomatik; 
c, pornpa pcmadam kebakaran; 
d. penyediaan air; 
c. alat pemadam api ringan 
f. sisrern deieksi atau alarm pcmadam kebakaran; 
g. sistem komunikasi; dan 
h. ventilasi mekanik atau sistern pengcndali asap. 

t2J Ketenruan tcknis sistern proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1). dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 28 



(l/ Setiap orang, badan, dan instansi pemerintah wajib melaksanakan 

manajemen penanggulangan kebakaran dalam penyelenggaraan 
pembangunan dan pcrnanfaatan bangunan gedung. 

BAB VI 

PE:NANOGVLANGAN KESA.KARAN 

Pasal 32 

(I) Pengclola bangunan gedung dan penghuni bangunart dapat 

menyelenggarakan praktik tatagraha yang baik sesuai dengan 
persyaratan dasar eatagraha, 

(2) Persyaratan dasar tatagraha yang baik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (l l. meliputi: 
a. pengaturan denah dan penyediaan peralatan yang benar: 
b. penanganan dan peny,mpanan material secara benar; dan 
c. kcbersihan dan kerapihan. 

(3) Ketentuan teknis prakuk tatagrha dilaksanakan sesuai dengan 
peraruran perundang-undangan. 

Paragraf 3 

Praktik Tatagraha 

Pasal 31 

f2) Penyeienggaraan peme-riksaan dan pe-nguJian sistcm proteksj 
kebakaran sebagaimana dimaksud pada aya; (II. merupakan 

wewenang Kepala Dinas Perhubungan dan Pernadam Kebakaran. 
(3J Perneriksaan dan pengujian proteksi kebakaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I). harus dilakukan pada saat pcrtama kali 

dipasang/ digunakan, dan selanjurnya dilakukan secara berkala 
serlap enam bulan sekali. 

(4) Pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan dengan memperharikan 
persyaratan teknis keselamatan jiwa dan pcrsyaratan teknis 
bangunan gedung sesuai peraruran perundang-undangan. 



(I) Bupati melalui SKPD yang sesuai dengan kewenangannya 
melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan pencegahan 
dan penanggulangan bahaya kebakaran. 

Pasal 34 

Bagian Kesaru 

Pembinaan 

BAB VII 

PEMBINMN DAN PENGAWASAN 

perundangundangan 
• - 

kawasan khusus sebagaimana 
dilaksanakan sesuai peraturan 

(2) Pelaksanaan pcnanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1), dilaksanakan melalui keijasama daerah/ pengelola 
kawasan khusus. 

(3) Keijasama daerah I pcngelola 
dimaksud pada ayat (2), 

(1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan dengan 
Kabupatenj'Kota lain dan Kawasan Khusus dapat ditanggulangi 
bersama. 

Pasal 33 

r-J ManaJemen penanggnlangan kebakaran sebagaunana dimaksud 

pada ayat (1). melipuu: 
a. penanggulangan kebakaran perkotaan; 
b. penanggulangan kebakaran di lingkungan; dan 
c, penanggu1angan kebakaran dl bangtarmn gedung. 

(31 Program penanggulangan kebakaran ditetapkan dan 
diimplementasikan melalui rnanajemen penanggulangan kebakaran, 

yang meliputi: 
a. audit kesiapan sarana dan prasarana proteksi kebakaran; 
b. penyusunan dan penetapan organlsasi: 

c. penyiapan SDM; 
d. pcnyiapan standar operasional prosedur; dan 
e, pcnnyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatiban 

kebakaran termasuk evakuasi. 



., .. 

(I) Dalam peningkaran kualitas penyelenggaraan pencegahan dan 
penanggulangan ba haya kebakaran diperlukan peran serta 

masyarakat. 
12) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayar (IJ, 

diwujudkan dalam beruuk pembinaan dan pcngawasan 

masyarakat. 

BAB Vlll 

P£RAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal36 

- 

( l) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan proteksi 

dan penanggulangan bahaya kebakaran. 
(2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I), dapar membentuk tim pengawas. 
(3) Tim peugawas sebagairnana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas 

personalia yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait 

dart dapat menyertaken unsur masvarakat. 

Pasal 35 

Pengawasan 

Bagian Keclua 

121 Pembioaan sebegaimana dimaksud pada ayar ( u, mehpun: 
a pcngc:-mbangan srstem penccga.han dan periartggcuerrgnn 

kebakaran: 
b. sumber daya manusia: dan 
c. jaringan kerja. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayar ( l) diJakukan melalui: 

a, koordinasi secara berkala: 
b. pernberian birnbingan, supervrsi, dan konsultasi; 
c, pendidikan, pclatihan, dan pemagangan: dan 
d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pernantauan, dan 

evaluasi penyelenggaraao pencegahan dan penanggulangan 

bahaya kcbakaran. 



~ BUPATI BEMSI, ;4f - 

Ditetapkan di Cikarang 
pada canggaJ 29 0e.- 2015 

Agar setiap orang mengerahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraruran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bekaai. 

Peraiuran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundaagkan. 

BABIX 

KETENTUAN P£NUTUP 

Pasal 37 

fJI Ma'S'\ a .. __, ~ .. , dapat rnemprakarsar upaya perungkatan perae 
sertanva dalarn pcncegahan dan penanggulangan kebakatan serta 
bencana lainnya melalui kegiatan diskusi, bimbingan, pendidikan, 
dan/atau pelauhan. 

C4l Peningka.tan peran serta masyarakat sebagaimana dimaJcsud pecte 

ayat (3), dilakukan dengan cara melibalkan da\am penyusunan dan 

irnplemen tasi RISPK. 
(5) DaJam penyuaunan dan implemencasi RJSPK sebagairnana 

dimaksud pada ayar (4), harus mernperhatikan saran dan usul dari 
masyaraka, dalam rangka peningkatan muru pelayanan di tndang 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 


